
BUPATI BOLAANG ttiONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : rl TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa
kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang
kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman
pada standar akuntansi pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk peraturan Bupati Bolaang
Mongondow Utara tentang Kebijakan Akuntansi pemerinta[
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Mengingat : 1.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2g Tahun lg5g
tentang Pembentukan Daerah-daerah ringkat ll di sulawesi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 74 Tahun 1959,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Republik fndonesia Nomor g rahun 1gg1
tentang undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1g81 Nomor16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320g);

Undang-undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KorupsJ
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 NomorTs, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
leltang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubfik
f ndonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republil
f ndonesia Tahun 20C4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan -Peraturan Perundang-undangan (Lembaran N6gara Republiktr
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4.



lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 2t437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4686):

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4575);

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4576); $
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lT.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577\i

lS.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor45g5);

20. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 2b, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintrahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4737).

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk produk Hukum Daerah;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur penyusunan produk Hukum Daerah;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

26. Peraturan Menteri
tentang Perubahan
Nomor 13 Tahun
Keuangan Daerah;

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
2006 tentang Pedoman pengelolaan

27 Penafuran Daelah Kabupabn Bohang Mongondoar Utara Nomor 2
Tahun 

.2008 tentang Urusan penerintrah ,,r,ajiO Can pilihan yang

leniadi .kerlenangan pemerintah Daerah iGbupaten Sofiani
Mongondow Utara (Lernbaran Daerah lGbupaten Bolaan!
llongondorv Uhra Tahun 20Og Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah lGbupabn Bolaang Mongondovrr Utara Nomor2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Anggaran peindapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
llSOaran 2010 (Lembaran Daerah kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 200g Nomor b9, Tambahai
Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor46); -7
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MEMUTUSKAN

Menetaokan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAEMH
KABUPATEN BOI.AANG MONGONDOW UTAM .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah DaeEh adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan PeMakilan
Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas]uasnya dalam sistim dan
prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 194S:

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaniutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

5. S€tuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD dalah Badan Keuangan Daerah pemerintah
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang
melaksanakan pengelolaan Anggaran pendapatan dan Betanja
Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

6. P,ejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adatah Kepala SKPKD.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEi'ERINTAH DAERAH

pasal2

Kebijakan akuntansi pemerintah darah terdiri atas prinsip-prinsip,
dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara dalam penyusunan dan penyajian laporan
Keuangan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar
kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang
mengacu pada kerangka konseptual satandar akuntansi
pemerintahan.

pasal 4

Kebiiakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian
laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rinlt<a
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik tgrhadap
anggaran, antar periode. maupun antar entitas akuntansi..f
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Pasal 5

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar{asar
penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

Kebiakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar
neraca untuk pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.

PasalT

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar{asar
penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas pemerintah daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan mengklasifikasikan
arus kas berdasa*an aktivitas operasi, investasi aset
nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu
oeriode akuntansi.

Pasal 8

Kebtakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasardasar
penyaiian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan Atas
Laporan Keuangan yang memual hal-hal yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,
sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antiar anggaran
dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut
angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal I
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengatur
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta penya.iiannya dalam laporan keuangan.

Pasal 10

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan
akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,
dan oeristiwa luar biasa.

Pasal 11

Kebiakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan
laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi
SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan
pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan
kualitas dan kelengkapan lapo|an keuangan.

Pasal 12

Lampiran dari Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara
tentang kebtakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Bolaang MonSondow UtarjfP



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal '13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Paraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko
Pada tanqqal b NPtl

Diundangkan di : Bgroko
Pada tanqoal S ,,FRrr 2O1O

2010

SEKRET DAERAH
KABUPATEN BO NG NGONDOW UTARA

Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAiIA IIUDA

NtP. 19640615 198903 1 020

BERITA DAEMH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTAM
TAHUN 2O1O NOMoR: II

HAMDAN DATUNSOLANG


